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TAHUN ANGGARAN 2O1O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I,TAHA ESA

BUPATI BATANG HARI

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana tetah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang, Dewan Perwakitan Rakyat Daerah ( DPRD ) bersama
Bupati Batang Hari tetah Menyempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah ( APBD )
Tahun 2010 sesuai dengan peraturan Gubernur Jambi Nomor 404
Tahun 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten
Batang Hari Tahun Anggaran 2010;

bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
ditakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Betanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan
dengan kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang
tebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud pada
huruf a dan huruf b, pertu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten datam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana tetah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat ll Sarotangun Bangko dan Daerah Tingkat ll Tanjung Jabung
( Lembaran Nagara Repubtik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 2755 );

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1985
Nornor 68, Tarnbahan lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
3312 ) sebaEaimana te{ah di6ah dengan Urdang-Undang Nomor 12
Tahrl t994 ( Lernabardn l{egara Refl.btik IndonesiaTahun 1994
ihru 62" Tanbdlan l€rr6aran tfegara Repubik lndonesia Nomor
3569 l:

c.
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribwi Daerah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia
Nomor 3685 ) sebagaimana tetah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4048 );

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 3688 );

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyetenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kotusi dan
Nepotisme ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
3851 );

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor a286 );

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan
Negara ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4355 );

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20C/. tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan ( Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor a389 );

9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelotaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 440A );

10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4421 );

11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 20O4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4437 |
sebagaimana telah beberapa kati diubah terakhir dengan Undang '
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia nomor a84a );

12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor aa38 \

13. Feraturan Pernerintah ilomor 20 Tahun 2@1 tentang Pembinaan
dan Pergawasan atas Pen,€tenggaraan Daerah ( Lembaran Negara
Repub{il< Indmesia Tahr.n 2001 ]brnor 41, Tambahan Lembaran
HeEara Repr.tttr lrdmesia Hcrtr 4090 l;
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14. Peraturan Penrerintah Ndrpr 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah
( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2001 Nomor 11g,
Tambahan Lembara Negara Repubtik Indonesia Nomor 413g );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 3209 );

16. Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoter dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4416 | sebagaimana
tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun
2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perurakitan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4540l;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Ne{ara Repubtik
fndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran |.iegara
Repubtik Indonesia Nomor a5A2 \

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar
Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4503 );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2@5
Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
a574 l;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 20o5
Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor
4575 l;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Repubtik rndonesia
Tahun 2005 Nomor l38,Tambahan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor 4576l;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4577 l;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengetol,aan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2005 Nomor l40,Tam6ahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 4578 );

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan Minimat ( Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25,Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4595 );

25. Perahrm Ferrerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelaporan
xet.ransnr dan Kirgja lnstansi penrerintah ( Lembaran Negara
neputtn ffirlia Tafrn 2005 Nornor 25,Tambahan Lembaran
|legrd hn ffiesia Nnrnr 46111;



+

filenetapkan

26. Peraturan Alenteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah sebagaimana tetah diubah
dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9031317915J tentang
Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan APBD Tahun
Anggaran 2010, terkait pergantian Anggota DPRD

28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten
Batang Hari Tahun 2006 - 2425. ( Lembaran Daerah Kebupaten
Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4 );

29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006
tentang Pengelotaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5 );

30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 8 );

31. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 ( Berita Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 121 l;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan

BUPATI BATANG HARI

MEA.IUTUSKAN

: PEMTURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEI.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O1O

Pasal 1

Anggaran Pendapan dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai

Beril(lJt:
't. Pendapatan Daerah

2. Betanja Daerah

Defisit

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengetuaran

Jumtah Pembiayaan Netto/Surplus

Pasal 2

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana PerinDargan

c- Lain-l,ain kndanatan Daerah vrr Satr

Rp. 505.570 .409.804,60

Rp. 520.570.409.804.60 (-)

(Rp. 1 5.0O0.0O0.000,00)

Rp. 15.000.000.000,00

Rp. 200.000.000.00

Rp. 15.200.000.000,00

Rp. 27.922.264.900,00

Rp.455.785.719.742,&

Rn 7n 8A7 975 1A? fn

(1) Pendapatan Daerah sebagairnana dimaksud datam Pasat 1 terdiri dari :
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah Rp. 4.806.500.000,00

b. Retribusi Daerah Rp. 6.059.872.000,00

c. Hasil Pengetolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan Rp. 1.550.000.000,00

d. Lain-tain Pendapatan Asti Daerah yang sah Rp. 15.505.892.900,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasit Pajak/Bagi Hasit Bukan Pajak

b. Dana Atokasi Umum

c. Dana Atokasi Khusus

(4) Lain-tain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf c

terdiri jenis Pendapatan:

a. Hibah

b. Dana Darurat

c. Dana Bagi Hasit Pajak

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari

Pemerintah Daerah tainnya

Pasal 3

(1) Betanja Daerah sebagaimana dimaksud datam Pasal 1 terdiri dari:

Rp. 1 38.990.739.7 42,60

Rp. 277 .645.480.000, 00

Rp. 40.149.000.000,00

Rp. 343. 333. 000.048, 78

Rp. 177 .237 .409.755,82

Rp.247 .7 68.437 .848,7 8

Rp...............

Rp. 3.303.040.000,00

Rp. 42.935 .637.200,00

Rp. 25.327.685.000,00

Rp. ...............

Rp. 22.998.200.000,00

Rp. 1.000.000.000,00

32.162.435.900,00

E0.822.268.983,60
LI

a. Betanja Tidak Langsung

b. Betanja Langsung

(2) Betanja Tidak Langsung sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Betanja :
a. Betanja Pegawai

b. Betanja Bunga

c. Belanja Subsidi

d. Belanja Hibah

e. Betanja Bantuan Sosial

f . Betanja Bagi Hasit

g. Betanja Bantuan Keuangan

h. Betanja Tidak Terduga

(3) Betanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis betanja :

a. Betanja Pegawai

b. Betanja Barang dan Jasa

Rp.

np.



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud datam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Rp. 15.200.000.000,00

b. Pengetuaran Rp. 200.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran sebetumnya Rp. .. ......

b. Pencairan dana cadangan sejumtah Rp....

c. Hasil penjuatan kekayaan Daerah yg dipisahkan Rp.....

d. Penerimaan pinjaman daerah Rp..........

e. Penerimaan kembati pemberian pinjaman Rp..........

f . Penerimaan piutang daerah Rp....

(3) Pengetuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan Rp..........

b. Penyertaan modal ( Investasi ) PEMDA Rp. 200.000.000,00

c. Pembayaran Pokok utang Rp.

d. Pemberian pinjaman daerah Rp..........

Pasal 5

Uraian tebih tanjut Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah sebagaimana dimaksud

datam pasal 1, tercantum dalam tampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

tl. Lampiran I Ringkasan APBD;

' 1" Lampiran ll Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan

Organisasi;

3" Lampiran lll Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi

SKPD, Pendapatan, Betanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran lV Rekapitutasi Penegasan Betanja menurut Urusan Pemerintah

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitutasi Betanja Daerah untuk Kesetarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi datam Kerangka

Pengetolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran Vl Daftar Jumtah Pegawai Per Gotongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran Vll Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran Vlll Daftar Penyertaan Modat ( Investasi ) Daerah;

9. Lampiran lX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

l0.Lamoiran x...
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10. Lampiran X

11. Lampiran Xl

12. Lampiran Xll

13. Lampiran Xll

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar Kegiatan- Kegiatan tahun Anggaran sebetumnya yang

betum disetesaikan dan dianggarkan kembati datam tahun

anggaran ini;

Daftar Dana cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obtigasi Daerah.

Pasal 6

&rpati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Betanja Daerah sebagai Landasan operasionat pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Feraturan Daerah ini mutai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya datam Lembaran Daerah.

Ditetapkan Di Muara Butian
Pada Tanggal t5 Oktober 2009

BUPATI BATANG HARI

dto

SYAHIRSAH.SY

Dir.rndangkan di Muara Butian
Pada tanggat,l 5 Oktober 2009
SEGFTARIS DAERAH IGBUPATEN BATANG HARI

dto

ERPAN
LEI,TBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG

TAHUN 2OO9 NOMOR:9

Satinan Sesuai dengan AstinYa
At.A BAGIAN HUKUM

BATANG HARI,

71991021001

#E
SffiTil:,&


